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Abstrak

Penyalahgunaan Narkotika di indonesia semakin hari semakin memperhatinkan tak hanya
mereka yang dewasa yang menjadi korban akan tetapi anak-anak juga menjadi korbannya, dan yang
sangat memperihatinkan lagi adalah munculnya narkoba jenis baru yang dalam tatanan peraturan
perundang-undangan tidak dijelaskan secara spesifik sehingga para pelakau bisa mengelak bahwa
obat-obatan yang mereka pakai tidak diatur didalam Undang-Undang Narkotika . pada dasarnya
penegak hukum dalam hal ini polisi seharunya lebih menggunakan pendekan penafsiran teologis
(Sosiologis), penafsiran ini bertujuan agar bisa mengcover munculnya narkoba jenis baru yang
secara terang-terangan beredar bebas tanpa bisa dijatuhi sanksi pidana. Dengan demikian apabila
penegak hukum mengguanakan pendekatan penafsiran teologis, maka tidak ada ceritanya pengguna
dan pengedar narkoba jenis baru tersebut bisa bebas.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif Dalam penelitian ini dapat
ditarik sebuah makna yang memberikan suatu penjelasan terkait pengertian Yuridis normatif yaitu
proses pengumpulan bahan hukum berdasarkan prinsip suatu peraturan UU atau doktrin-doktrin
yang berkaitan dengan hukuman yang patut diterapkan kepada penyalahgunaan narkotika jenis
baru..

Pengaturan pemidanaan penyalahgunaan Narkotika ini berada dalam UU No 35 tahun 2009
yang isinnya tentang masalh Narkotika serta dalam peraturan yang dibuat bersama yang tertuang
dalam No. 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu serta Penyalahgunaan Narkotika. Sementara
bagi mereka yang kedapatan menggunakan narkoba jenis baru dapat di jerat dengan klausul pasal 1
UU No 35 Tahun 2009 vyang isinnya tentang masalh Narkotika, diamana isi atau arti dari
penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang terkandung dalam kandungan narkotika
merupakan suatu zat yang asalnya dari sebuah tanaman atau bukan dari sebuah tanaman, brupa
sinteesiis maupun semiysintesiys, didalam kandungan narkotika tersebut bisa membuat suatu
perubahan dalam tubuh manusia berupa peruubahan kesadaran, bisa menghilangkan rasa sakit ataun
nyeri, dan juga bisa membuat seseorang tersebut kecanduan dan ingin memakainya setiap hari.
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ABSTRACT

Abuse of illegal drugs in Indonesia is increasingly pay attention not only those adults who are
victims but children also become victims, and that very concern again is the emergence of drug-new type in
order legislation is not explained specifically so the user can deny that the drugs they use are not regulated
in the Law on Narcotics laws. basically law enforcement in this case it shall be used approach police
theological interpretation (Sociologist), this interpretation is intended that can cover the emergence of new
types of drugs that openly circulate freely without could face criminal sanctions. In this case, if a law
enforcement approach use theological interpretation, so user and seller kind of the new drug can not be free.

The research method used is normative juridical. In this study, a meaning can be drawn that
provides an explanation related to the understanding of normative juridical, namely the process of gathering
legal material based on the principle of a law regulation or doctrines relating to punishment that should be
applied to the abuse of new types of narcotics.

The regulation for the punishment of narcotics abuse is contained in Law No. 35 of 2009, which deals
with the issue of Narcotics as well as in the jointly stipulated regulation in No. 1 of 2014 concerning
Handling of Addicts and Narcotics Abuse. While for those found using new types of drugs can be snared
with clause article 1 of Law No. 35 of 2009 whose content is about the Narcotics problem, where the contents
or meaning of the explanation of the article states that what is contained in the narcotics content is a
substance that originated from a plant or not from a plant, synthetic brupa or semiysynthetic, in the narcotics
content can make a change in the human body in the form of change of consciousness, can eliminate pain or
pain, and can also make someone addicted and want to use it every day

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya Narkotika dibutuhkan
oleh manusia sebagai bagian suatu bagian
dalam hal dijadikan obat dalam medis, hal
tersebut dibutuhkan oleh tenaga medis dalam
hal pengobatan dan suatu study ilmiah pada
suatu  penderitan yang membutuhkan
narkotika dalam pelayanan medis. Aturan
terkait norkotika ini dalam UU No 35 tahun
2009 yang isinnya tentang masalh Narkotika
disebutkan bahwa efek

diberikan dari kandungan yang didalam

samping yang

narkotika ini bisa digunakan dalam aspek
kesehatan dan juga bisa menimbulkan
kecanduan yang berbahaya bagi yang
menyalahgunakan

obat-obatan  terlarang

tersebut, karena yang menggunakan obata-

obatan tersebut dalam tenaga medis harus ada
suatu pengawasan dan pengendalian dari
tenaga medis.

Obat-obat terlarang seperti halnya
narkotika ini ketika digunakan tidak sesuai
medis kesehatan akan

dengan aturan

menimbulkan suatu efek yang sangat
berbahaya pada mental dan fisik seseorang
yang menggunakan, sehingga bisa juga
menimbulkan suatu efek kecanduan

Bahaya penyalahgunaannya  narkoba
bukan hanya berbahaya kepada pengguna
atau pecandu saja tetapi bisa merusak kepada
tatanan sosial ~masyarakat serta bisa
menimbulkan suatu malapetaka negara yang
masyarakatnya terkenal dengan pecandu

narkotika. Negara yang tidak dapat
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menanggulangi penvalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika akan diklaim
sebagai sarang kejahatan ini. Hal tersebut
tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi
citra suatu negara. Unfuk mengantisipasi
masalah tersebut telah diadakan berbagai
kegiatan vang bersifat internasional,
termasuk konferensi yang telah diadakan
baik dibawah naungan Liga Bangsa-Bangsa
maupun di bawah naungan Peserikatan
Bangsa - Bangsa.

Liga Bangsa - Bangsa pada tahun 1909 di
Shanghai, Cina

persidangan vang membicarakan cara-cara

telah menvyelenggarakan

pengawasan perdagangan gelap obat bius,

selanjutnya pada persidangan komisi opium
telah dihasilkan traktat
pertama mengenai pengawasan obat bius,

{Opinum Comnuision)

vaitu Konvensi Internasional tentang Opium
{International Opium Convention) di Den Haag
Belanda pada tahun 1912, Pertemuan antara
para anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
dilNewYork AmerikaSerikat pada tanggal 30
Maret 1961 telah dihasilkan Eonvensi
Tunggal Narkotika 1961 (Single Convention
Narcotic Drugs, 1961) dan telah diubah dengan
tentang  Perubahan Konvensi Tunggal
Narkotika, 1961 (Protocol Amending The Single
Conwention on Narcotic Drugs, 1961)

Sebelum dikeluarkan Undang-Undang
nomor 9 tahun 1976, pada zaman Penjajah
Hindia Belanda telah dikeluarkan Undang -
Undang tentang obat bius vang dikenal
dengan  Verdoovende Middelen Ovrdommante
Stbl 1927 INo. 278 jo 536) telah di ubah dan di
tambah kemudian di kenal dengan Undang -
undang Obat Bius) . Undang - undang obat
bius ( Verdoovende Middelen Ordonnafie 5.
27-278 jo 530 ftanggal 12 Mei 1927 mulai
berlaku 1 Januari 1928) . Undang-undang
obat bius ini dimuat seluruhnya untuk
menunjukkan bahava narkoba pada waktu
itu (1927). Undang - Undang obat bius ini
disempurnakan lagi dengan di undangkannya
kedalam lembaran tambahan tanggal 22 Juli
1927 dan3 Februagri 1923

Peredaran Narkotika vang ferjadi di
Indonesia sangat bertentangan dengan
tujuan pembangunan nasional ndonesia
untuk mewujudkan manusia Indonesia
seutuhnya dan masyarakat
seluruhnyva vang adil, makmur, sejahtera
tertib dan damai berdasarkan FPancasila dan
Undang - Undang Dasar 1945 Unfuk

mewujudkan masyarakat Indonesia yang

Indonesia

sejahtera tersebut perlu peningkatan secara
usaha-usaha di bidang
pengobatan dan pelayanan kesehatan
termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat,
disamping unfuk mengembangkan ilmu
pengetahuan. Peredaran mnarkotika
gelap akan menimbulkan akibat yang sangat

terus menerus

secara

merugikan perorangan maupun masyarakat
Khususnya generasi muda bahkan dapat
menimbulkan bahayva yvang lebih besar bagi
kehidupan dan niali - nilai budaya bangsa
vang pada akhirnya akan dapat melemahkan
ketahanan nasional.
Peningkatan
pengawasan sebagai upava penanggulangan

pengendalian dan

dan pemberantasan penvalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika sangat
diperlukan, karena kejahatan narkotika
pada umumnya tidak dilakukan oleh
perorangan secara berdiri sendiri, melainkan
dilakukan secara bersama - sama yaitu berupa
dilakukan oleh sindikat
clandestine vang terorganisasi secara mantap,
Kejahatan

transnasional

jaringan yang
rapi dan rahasia.
narkotika vang bersifat
dilakukan dengan menggunakan
operandi yang modern dan teknologi canggih,

sang,ﬂt
modus

termasuk pengamanan hasil - hasil kejahatan
narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan
narkotika tersebut sudah menjadi ancaman
vang sangat serius bagi kehidupan umat
maniisia .

Peredaran narkotika masih tetap marak,

bahkan akhir-akhir ind kejahatan
penyalahgunaan narkotika semakin
meningkat vang tadinya hanva sebagai

daerah transit bagi barang - barang



terlarang  tersebut, belakangan ini telah
dijadikan daerah tujuan operasi peredaran
narkotika oleh jaringan penegdar narkotika
internasional'. Memperhatikan tindak pidana
penvalahsunaan narkotika semakin hari
semakin meningkat, menunjukkan aplikasi
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009
Tentang Narkotika belum dapat secara efekbif
dalam mengatasi setiap tndak pidana
narkotika. Padahal telah
mengupayvakan untuk mengantisipasi dengan
membentuk dan memberlakukan Undang-
undang vang bersifat khusus, karena kitab
Undang - Undang Hukum Pidana (KIUHT)
vang  dimiliki tidak Tbisa menjangkau
kejahatan tersebutOleh karena itu ketentuan
pidana di dalam perundang - undangan
pidana khusus lebih interen dan lebih
mendekati tujuan reformasi dibanding dengan
vang tercantum di dalam KUHF vang telah
kuno itu.

Keberadaan Undang-Undang MNomor 35
tahun 2009 Tentang Narkotika didorong
untuk lebih meningkatkan pengendalian dan
serta meningkatkan
mencegah dan memberantas penyalahgunaan

dan  peredaran narkotika, diperlukan
pengaturan dalam bentuk Undangundang
baru vyang berazaskan keimanan dan
ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
manfaat, keseimbangan, keserasian, dan
keselarasan dalam perikehidupan, hukum
serta ilmu pengetahuan dan teknologi,
dengan mengingat ketentuan baru dalam

pemerintah

pengawasan upava

konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
pemberantasan peredaran gelap Narkotika
dan  Psikotropika tahun 1988 vang telah
diratifikasi dengan Undang -Undang Nomor 7
Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi
Perserikatan
pemberantasan peredaran gelap narkotika.
Dengan demikian Undang - undang narkotika
vang baru diharapkan lebih efektif untuk

Eﬂngsa -Eangsa tentang

'Kusne Adi, 2009, Kebjiakan Kriminal Dalam
Penanggulongan Tindak Pidana Narkeiika Oleh Anatk,
UMM Press, Malang b 30.

mencegah dan memberantas penyalahgunaan
dan peredaran gelap narkotika termasuk
untuk menghindarkan wilayah Negara
Eesatuan Fepublik Indonesia dijadikan ajang
transito sasaran peredaran narkotika.

UndangUndang Narkotika, mempunvyai
cakupan yang lebih luas dari pada Undang-
Undang Nomeor 22 Tahun 1997 tentang
Narkotika, baik dari segi norma, ruang
lingkup materi, maupun ancaman pidana
vang diperberat. Cakupan yang lebih luas
tersebut, selain didasarkan pada faktor faktor
di  atas juga karena perkembangan
kebutuhan dan kenvataan bahwa nilai dan
norma dalam ketentuan yang berlaku tidak
memadai lagi sebagai sarana efektif untuk
mencegah dan memberantas penyalahgunaan
dan peredaran gelap narkotika.

Beberapa materi baru antara lain
mem:akup pengaturan mengenai
penggolongan narkotika, pengadaan

narkotika. Label dan publikasi, peran serta
masyarakat, pemusnahan narkotika sebelum
putusan pengadilan mempercleh kekuatan
hukum ftefap, perpanjangan jangka wakbu
penangkapan, penyvadapan telepon, teknik
penvidikan, penyerahan vang diawasi
(controlled delivery) dan  pembelian
terselubung, serta permufakatan jahat untuk
melakukan tindak pidana narkotika. Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang
MNarkotika sudah
mengenai upaya pemberantasan terhadap
tindak pidana Narkotika melalui ancaman
pidana denda, pidana penjara, pidana seumur

WEMIANE mengatu:c

hidup, dan pidana mati dan mengatur
mengenai pemanfaatan Narkotika untuk
kepentingan pengobatan dan kesehatan serta
mengatur tentang rehabilitasi medis dan
sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak
pidana [Narkotika di dalam masvarakat
menunjukkan kecenderungan vang semakin
meningkat baik secara kuantitatif maupun
kualitatif dengan korban

terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan

vang meluas,

generasi muda pada umumnya, di tahun 2017



BN telah mengungkap 46537 kasus
narkotika di seluruh wilayah indonesia, selain
itu, BNIN telah mengidentifikasi sebanyvak 68
jenis narkoba baru yvang masuk dan bredar
luas di indonesia, *Oleh sebab itu, Undang-
undang ini dicabut dengan Undang-Undang
MNeomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Berikut  diagram  prevalensi  pengguna
Markoba di Indonesia Tahun 2004-2015:

PrevalensiPengguna Narkoba di Indonesia
Tahun 2004 - 2015
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Beberapa materi baru dalam Undang -
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
MNarkotika menunjukkan adanva upva-upaya
dalam memberikan efek psikologis kepada
masyvarakat agar tidak terjerumus dalam
tindak pidana mnarkotika, telah ditetapkan
ancaman pidana vang lebih berat, minimum
dan maksimum mengingat tingkat bahavya
vang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika,
mengancam ketahanan keamanan nasional.
Presiden telah menetapkan Keputusan
Presiden Republik Indenesia Nomer 17 Tahun
2002 Tentang Badan Narkotika Nasional
(BININ) vang sekaligus tidak memberlakukan
lagi Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun
1999 Tentang Badan Koordinasi Narkotika
Nasional (BKININ) dalam menjamin efektivitas
pelaksanaan pengendalian dan pengawasan

sangat

serta Pencegahan dan Pemberﬂntasan

‘ldntmes, sepamjang fahmn 2017, BNN unghap
46.537 kasus narkofika,
hitp:www idntimes .com news ‘mdonesia fitang-
j 46537 kasus-
narkotikz diskses pada tanggal 3 juli 2018.

adhitiz'sepanjane-tahun-2017-bnn-un

penyalahgunaan  dan Peredaranl gelap
narkotika. Keputusan Presiden Nomor 116
Tahun 1999 Tentang Badan Keordinasi
Markotika Nasional (BEININ) sudah dianggap
tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan
perkembangan keadaan®
Badan MNarkotika Nasional yvang dibentuk
berdasarkan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 mempunyai
tugas membantu Presiden dalam :
a. Mengkoordinasikan instansi Pemerintah
terkait dalam penyusunan kebijakan dan

pelaksanaannya dibidang ketersediaan,
pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika.

b. Melaksanakan pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika , dengan

membentuk satuan tugas - satuan tugas
vang terdiri dari unsur - unsur instansi
pemerintah terkait sesuai dengan tugas,
fungsi dan kewenangannya masing -
masing. Guna ferciptanya kerjasama dalam
mencegah dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah, maka di provinsi
maupun di Kabupaten / Kota telah
dibentuk pula Badan Narkotika Nasional
Provinsi (BININP) dan Badan Naskotika
Nasional Kabupaten [/ Kota (BNNEK).

Badan Narkotika Nasiomal TProwvinsi
ditetapkan oleh Gubernur, sedangkan
Badan MNarkotika MNasional

Kabupaten/Kota di  ftetapkan  oleh
Bupati/Walikota. Pemberlakuan Undang-
undang Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika pada hakekainya merupakan
reformasi hukum aspek - aspek vang
direformasi dalam Undang-undang nomor
22 tahun 1997 dan Undang - undang

* Andi Hamzsh, 1997, Sistem Pidano  don
Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita Jakarta b
67.



nomor 5 tahun
adalah :

1997 vang dimaksud

Fealitas gradasi karena variasi golongan
dalam narkotika dengan
hukuman berbeda
golongan 1 vang terberat di susul dengan
golongan II dan I (tidak di pukul rata),
suatu vang patut di puji justru dalam

ancaniar

vang dengan

pemberatan pidana penjara ada
ketentuan hukum minimal (paling
singkat). Hal ini adalah hal baru dalam
kaedah hukum pidana.

Fetentuan pemberatan selain didasarkan
penggolongan juga realitas bahwa dalam

penvalahgunaan narkotika banvak
dilakukan oleh kelompok melalui
permufakatan (konspirasi), maka bila

penyvalahgunaan beberapa orang dengan
konspirasi sanksi hukumnya di perberat.
Demikian pula Penanggulangan dan
Pemberantasan di lakukan bila pelaku
penvalahgunaan narkoba fterorganisasi
Ind menunjukkan bahwa
penvalahgunaan narkotika telah ada
sindikat - sindikat vang terorganisasi
rapi dalam operasionalnya.

Demikian pula apabila koporasi yvang
rapi dalam operasionalnya.

Demikian pula apabila koporasi yvang
terlibat maka pidana dendanya di
perberat, tetapi pertanggung jawaban
pidana korporasi belum tegas, apakah
direkturnya dapat dikenakan hukum
pidana penjara. Hal ini mungkin harus
melalui yurisprudensi. Dorongan untuk
melakukan kejahatan sudah ada sejak
briaonid.
Pelanggaran terhadap norma hukum
tersebut berakibat keseimbangan dalam
masyarakat terganggu dan pemulihan
kondisi masyarakat harus dilakukan
melalui perangkat hukum berupa sangsi
(pidana) dalam pelanggaran hukum
publik dan sangsi dalam bidang hukum
Sangsi pidana dalam hukum
pidana merupakan salah satu cara untuk

penciptaan mamiisia di

lainnya.

menanggulangi kejahatan, dan peran
sangsi pidana dalam menanggulangi

kejahatan merupakan perdebatan yvang
telah berlangsung beratus-ratus tahun
damn

yang

Dalam mengantisipasi ancaman
bahava narkotika
berskala internasional di samping Undang -
undang No. 22 tahun 1997 tentang narkotika,
Indonesia secara keseluruhan telah memiliki
instrument Undang - Undang sebagai berikut

penvalahgunaan

1. Undang - TUndang No& Tahun 1996
Tentang Penegasan Konvensi Tunggal
Markotika Tahun 1961 beserta Protokol
Perubahan-Perubahannvya.

Undang -Undang No. 7 tahun 1997

Tentang Penegasan Konvensi PEB tentang

Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika

Tahun 1998,

3. Undang-Undang No.
Tentang MNarkotika.
Fesemua Undang - undang narkotika ind

merupakan kekuatan hukum untuk

penanggulangan dan pemberantasan
penvalahgunaan narkotika

I3

35 Tahun 2009

baik nasional

maupun internasional. Kendatipun adanvya

seperangkat instrument hukum untuk
penanggulangan dan pemberantasan
penvalahgunaan narkotika, namun secara
penanggulangan dan pemberantasan
penyalahgunaan narkotika, namun secara
faktual tindak pidana penvalahgunaan
narkotika tidak pernah surut Hal indi

sebagaimana vang telah dinyatakan oleh
komisaris Jenderal Pol Ahwil Luftan, bahwa
ftrend perkembangan kejahatan narkotika di
Indonesia dalam 3 tahun terakhir ind
menunjukkan peningkatan yang sangat tajam,
vaitu tahun 1998 terjadi 958 kasus, tahun 1999
: 1883 kasus, dan tahwun 2000 : 1473 kasus (naik
hapir 100% setiap tahun). Hasil analisis Polri
atas tingginya angka penyalah gunaan
tersebut disebabkan situasi politik, ekonomi,
sosial, budaya dan keamanan di Indonesia
dari ftahun 1993 sampai dengan 2001.
Penyalahgunaan dan  peredaran gelap
narkotika di Indonesia dalaon lima tahun
terakhir menunjukkan peningkatan vang
sangat tajam. Pada tahun 2002 pengguna



narkotika di Indonesia baru sebanyak 2,2 juta
orang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas
penulis merasa tertarik untuk menulis Tesis
ini dengan judul “SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS
BARU” dengan rumusan masalah sebagai
berikut:

1. Apakah Dasar Pemidanaan Terhadap
pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis
baru ?

Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam
Penjatuhan sanksi berdasarkan Undang-
Undang narkotika?

[

B. Metode Penelitian
Suatu  penelitian  wvang baik dan akan
membawa hasil vang baik apa bila dapat
memberikan gambaran dan jawaban terhadap
permasalahan vang diangkat, mengenai hal ini
Peter Mahmud Marzuki vang dimaksud
dengan pendekatan wvuridis normatif adalah
suatu proses untuk menemukan suatu aturan
hukum prinsip-prinsip hukum maupun
doktrin-doktrin guna menjawab isu vang
dihadapi,*

menggunkan pendekatan vuridis normatif.

didalam penulisan tesis ini

. Pembahasan

1. Dasar pemidanaan terhadap pelaku
penyalahgunaan Narkotika jenis baru
Seiring dengan perkembangan teknologi
dan informasi yvang sangat pesat jenis- jenis
narkotika dan psikotropika bertambah
banyak, jenis - jenisnya pun vang beredar
dikalangan pecandu makin berkreasi pula.
Bukan lagi sebatas ekstansi ataupun sabu-
sabu seperti yang dikenal luas selama ini,
melainkan telah bermunculan nama-nama
baru yang masih terdengar asing ditelinga.
Apalagi namanya masih sering mengusung
nama ilmiah dengan mengacu pada bahan
pokok vang dikandungnva sebutlah ganja

*Peter Mahmud Marzulki 2010, Penealitian Hukum,
Jakarta Kencana h. 30

sintetis (synthetic cannabiods), katinon sintetis
(symtetic cathinenes) serta
phenetylanines.semuanya bersifat adiktf yvang
memberikan efek depresan ,stumulanteuphoria,
dan halusinogen.®
United Nations Office on Drugs and crime
(UNODC) menyebut zat-zat serupa narkotika
dan psikotropika baru tersebut sebagai New
Psychoactive Substances ( NPS). Dalam laporan
Global SMART PFProgramme yvang dubuat oleh
United Nations Office on Drugs and Crime
(UNODC) ¢disebutkan bahwa :
These mnew psychoantive substances
(NPS) have beeb knownin the market by
terms such as “designer drugs”legal
highs * herbal highs” bath salts” research
chenticals”, laboratory reagents”.

Lebih lamjut dalam laporan global
SMART Progrannne disebut bahwa:

“New  psichoactive  substances  are

substances of abuse, either in a pure form

or a preparation, that are not controlled by

the 1961  Single  Convention on

Psychotropic Substances™”

Single Convention Drugs tahun 1961 telah d1
ratifikasi melalui undamg-undang no 8 tahun
1976 tentang pengesahan konvensi tunggal
narkotika 1961 beserta protokol 1972 yang
mengubahnya. Konvensi ini memnjadi landasan
yuridis dari Undang- Undang No 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika sedangkan Convention
on Psycotropic Subtances tahun 1971 diratifikasi
melalui Undang - Undang NomOr § tahun
1996 tentang pengesahan Convention on
Psicotropic  Substances 1971 ( Konvensi
Psikotropika 1971) dan menjadi landasan

i Badan Narkotilka Masional, Jurnal Data P4GN
{Pencegahan dan Pemberaniasan Pemyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkoba), Jakarta: Badan Narkotika
Masional, 2014, h. 3

o United Nations Office on Drugs and Crime,
Global SMART Programme. The Challenge O New

Psychoactive  Substances,  Vienna: United Nations
Publication, 2013, h. 1

TIbid b iv.



Yuridis dari Undang- Undang 5 Tahun 1997
Tentang Psikotropika.

Terdapat perbedaan antara narkotika dan
psikotropika menurut Pasal 1 Angka 1
Undang - Undang MNomwor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika disebutkan bahwa:

narkotika adalah zat atau obat yang berasal
dari tanaman atay bukan  tanaman,  baik
sintetis maupun senusintetis, yang dapat
;menyebabkan penurunan atau perubahan
kesadaran, hilangnya rtasa, mengurangi
sampal menghilagkan rasa nyeri, dan dapat
menimbulkan  ketergantungan,  yang
dibedakan  kedalam golongan golongan
sebagmimana  terlompir  dalam  undang-
undang ini

Sedangkan psikotropika menurut Pasal 1

angka 1 Undang- Undang Nomor 5 Tahun

1997 Tentang Psikotropika adalah
psikotropika adalah zat atau obat, baik
alanmi maipun  sintetis bukan narkotika,
yang berhasiat psikoaktif melaui pengaruh
selektif padn susunan saraf pusat yang
menyebabkan perubahan khaspada
aktivitns mental dan perilak.

Dikarenkan perbedaan tersebut maka
pengaturan kedua zat tersebut diatur dalam

undang- undang yang berbeda, narkotika
kedalam Undang Undang Nomor 22 Tahun

1997  Tentang  Narkotika
psikotropika diatur kedalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang
Psikotropika. dengan  adanya
Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika, lampiran Undang-
Undang No 5 Tahun 1997 Tentang
Pisikotropika mengenai  jenis-  jenis
psikotropika golongan I dan II dimasukkan

sedangkan

Namun

kedalam lampiran Undang- Undang Nomor
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai
jenis- jenis narkotika golongan 1. Dalam
Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika dibagian ketentuan
penutup pasal 153 disebutkan bahwa:

Dengan berlakunya undang- undanh ini:

a. Undang -Undang Nomor 22 Tahun 1997
Tentang Narkotika ( lemparan negara republik
indonesia tahun 1997 nomor 67, tmmbahan
lemparan negara republik indonesia nowor
3698 ); dan

b. Lampiran  mengenai  jenis  pisikotropikn
golongan 1 dan golongan II. Sebagaimana
tercantum dalom lampiran Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Pisikotropika
(leriparan negara vepublik indonesia tahun
1997 nomor 10, tambahan lemparan negam
republik indonesia nomor 3671 ) yang telah
dipindahkan menjadi narkotika golongan 1
menurut undang- undang ini di cabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan hal tersebut maka jenis
psikotropika yang sering disalahgunakan
seperti gamja, sabu, ekstasi masuk kedalam
golongan 1 narkotika sehingga zat-zat tersebut
narkotika. Setiap
penyalahgunaan narkotika tersebut dapat
d:lcenal(an ketenhmn j:mi(unl vang ada dala:m
Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang  Narkotika.  Sedangkan  New
psychoactive Subtances (NPS)
merupakan zat- zat yang tidak dikontrol oleh
single convention drungs tahun 1961 dan

dianggap sebagai

sendiri

convention on tsychotropic subtances tahun 1971
jadi di NPS dapat berubah narkotika (narcotic)
ataupun psikotropika (Psycotropic). Di
indonesia dikarenakan Pasal 153 Undang
Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika yang telah disebutkan diatas maka
pengertian NPS adalah zat yang tidak ada
dalam lampiran Undang - Undang Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika mengenai
jenis- jenis mnarkotika. Dalam global smart
programe disebut bahwa :
the term  designer drugs’ had been
traditionally  used to idemtify  syntetic
substances but has recently been broadened to
include  other  psychoactive  substances
thatmumic the effects of illicit drugs and are
produced by introducing slight modifications



to the chenucal structure of controlled
substances to circumwent drud controls. [
Legal highs'research chemicals ‘and  “bath
salts’ are’nlso common names used torefer to
NPS offered as a legal alternative to controlled
drugs. These substances are frequently
labelled as’ not for human cosumption

New Psycoactive Subtances ( NPS) dibuat
dengan memodifikasi struktur kimia dari zat
zat vang telah dilarang dalam Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan tujuan
untuk menghindari jerat hukum sehingga
penvebutan jalanan New Psycoactive Subtances (
NPS) adalah legal highs. Penyalahgunaan atau
peredaran zat tersebut sulit untuk dijerat oleh
hukum.

Seperti contoh kasus vang tegadi di
indonesia pada tahun 2014 vyaitu kasus
penggunaan 3,4 Methylene Dioxy Methcathinon
atau bisa disebut methylone oleh Raffi ahmad.
Zat tersebut tidak masuk kedalam lampiran
Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika mengenai jenis narkotika.

Hingga saat ini tidak ada kejelasan mengenai
proses hukum terhadap rafi ahmad tersebut,
dikarenakan berkas yang dikirim oleh BNN
terus dikembalikan oleh kejaksaan agung
karena tidak adanya kesepahaman mengenai
3.4 Methylene Dioxy Methcathinon atau bisa
disebut methyloni yang saat itu belum masuk
dalam lampiran golongan narkotika Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika.

Sebenarnya dalam Undang- Undang No 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika ada instrumen
untuk menambah atau mengubah lampiran
golongan narkotika tersebut yaitu melalui
peraturan mentri kesehatan. Dalam Pasal 6
angka (3) Undang - Undang Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa :

ketentuan mengenai perubahan penggolongan

narkotika sebagaimana dimaksud pasa ayat (2)
diatur dengan peraturan mentri.

Terakhir lampiran golongan narkotika
dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika diubah melalui
Peraturan Mentri Kesehatan Nomeor 13 Tahun
2014 Tentang Perubahan

Narkotika. Zat yang diselenggarakan rafi

Pengolongan

ahmad pun sudah masuk kedalam lampiran
narkotika tersebut. Namun jenis NFS didunia
sanpai dengan desember 2013 tersebut 348
jenis zat, meningkat dari 251 jenis yang
dideteksi di bulan juli 2012, jauh melampaui
NFS yang diawasi ditingkat internasional (234
jenis zat)® Saat ini di indonesia menurut
penelitian balai laboratorinm badan narkotika
nasional terdapat 41 jenis NPS (New
Psycoactive  Subtances)®

indonesia, dari 41 jenis tersebut baru 18 yang

vang beredar di

masuk lampiran Undang- Undang Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kemudian
diawal tahun 2017 muncul kembali peraturan
mentri kesehatan Nomeor 2 tahun 2017 yang
dimasukkan tembakau gorilla, tembakau
hanoman, spice dold , dan legal herbal kedalam

lampiran Undang- Undang Nomor 35 Tahun

2009 Tentang Narkotika.
muncul ketika ramai kasus pilot citilink yang

Permenkes ini

diduga menggunakan tembakau gorilla.

Pada intinya sekalipun tap tahun ada
penambahan  daftar narkotika kedalam
lampiran Undang- Undang Nomor 35 Tahun
2009 melalui peraturan mentri kesehatan tetap
saja narkotika jemis baru akan bermunculan
dan tidak bisa tersentuh oleh penegakan
hukum. Berdasarkan uraian tersebut diatas,
dalam penelitian ini terdapat beberapa
permasalahan yang timbul, yaitu bahwa New
Psycoactive Subtances (INPS) saat ini vang
masuk ke wilayah indonesia adalah sebanyak
41 jenis, dari ke 41 jenis tersebut hanya 18
yvang telah masuk kedalam lampiran golongan

¥ Badan Narkotika Nasional, Jummal Data P4GN
{Pencegahan dan Pemberantasan Pemvalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkeba), Jakartaw Badan Narkotika
MNasional, 2015 h. 2.

? Balai Laboratorium Badan Narkotika Nasional,
Daftar New Psychoactive Subfances (NPS), Jakarta:
Badan Narkotika Nasional, 2016.



narkotika Undang- Undang Nomeor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika. Diluar 41 jenis
tersebut masih banyak lagi New Psycoactive
Subtances (NPS) yang beredar kedunia tapi
belum masuk ke wilayah indonesia New
Psycoactive Subtances (NPS) dapat berupa zat
vang benar benar baru maupun modifikasi
dari zat zat yang dilarang oleh Undang
Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika. New Psychoactive Subtances (NFPS)
dibuat dengan memodifikasi struktur kimia
dan =zatzat wang telah dilarang dalam
Undang-Undang Nomeor 35 Tahun 2009
dengan tujuan untuk menghindari jerat
hukum yang sudah diatur dalam Undang-
Undang No 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika, sehingga penyebutan jalanan New
Psychonctive Subtances (NPS) adalah Legal
Highs.
A. Dasar
Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru

Pemidanaan Terhadap

Ditinjau Dari Teori Kepastian, Teori
Penemuan Hukum Oleh Hakim ,Dan
Teori Kebijakan Formulasi
1. Teori kepastian hukun
Hukum menghendaki, bahwa manusia
dalam situasi kongkrit tertentu bertindak

sesuai dengan apa vang seharusnva
dijalankan. Hukum vang ditimbulkan
manusia, menguasai hidup manusia.

Kepastian hukum merupakan ciri vang tidak
dapat dipisahkan dalam hukum terutama
untuk hukum vang berbentuk tertulis.
Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan
maknanya karena tidak dapat lagi dijadikan
pedoman perilaku bagi semua orang (LI jus
imcertum, bt jus  nullum:
kepastian hukum disitu tidak ada hukum).1?
Salah satu organisasi dari tuyjuan hukum

dimana tHada

menurut gustat redbruch adalah kepastian

hukum. Menurutnya  kepastan hukum
merupakan tuntutan pertama kepada hukum.

Tuntutan tersebut ialah supaya ia positit ,

10 Darji Darmodiharjo & Shidarta, Pewjabaran
Nilai-nilai  Pancasila  Dalam  Sistem  Hulum
Tndnnasia Raiawali Pers Takarta 19048 h 44

vaitu berlaku dengan pasti. Hukum harus di
taati, supaya hukum itu sungguh sungguh
positif, 1L

Namun demikian, kepastian hukum itu
tidak dengan kesendiriannya terwujud pada
saan di undangkan dan diberlakukammya
Hukum
diterapkan oleh para penegak hukum (

huletm, tersebut masih harus
pengemban hukum praktis) agar kepastian
hukum ini dapat benar benar di wujudkan,
maka masih harus diberlakukan pula suatu
kepastian dalam penerapannya. Hukum
positif atan tekotoritatif tersebut mencoba
untuk memberika jawaban atas kebutuhan
konkred sekaligus
ditunjukkan untuk mengupayakan kepastian
dan ketertiban. Namun , harus diperhatikan
bahwa kepastian dari tekotoritatif ini dapat
dilemahkan, baik ocleh kekaburan hukum
maupun oleh perubahan hukum itu sendiri!?

Dalam  kaitannya
kepastian hukum ini O. Notohamidjojo

masyarakat dan

dengan teori

mengemukakan berkenaan dengan tuipan
yakni: Melindungi hak dan

kewajiban manusia dalam masyarakat,

hukum

melindungi lembaga-lembaga sosial dalam
masyarakat (dalam arti luas, vyang
mencakup lembaga-lembaga sosial di
bidang politik,
kebudayaan), atas dasar keadilan untuk

mencapai keseimbangan serta damai dan

sosial, ekonomi dan

kesejahteraan wmum (bonum commumne).i2
O .Notohamidjojo
kehadiran hukum dalam hubungan erat

menempatkan

dengan manusia dan masyarakat. Habitus
hukum vyang berpusat pada manusia
memjadikan konsep hukum yang dibangun
beliau menjalin keselarasan antara 1ules dan
values in social life. Pandangan ini bukanlah

11 Krisnajadi, Bab-bab Pengamtar Ilmn: Hukum
Bagian I, Sekolah Tinggi Hulkum Bandung, Bandung,

1989, h. 60.

12 Disertasi Handv Sobandi, Pembaharuan
Hulbum Benda Nasional Sesuai Berdasarikam Cifa
Hukbum  Pancasila, Universitas  Parahvangan,
Bandung, 2011, h. 82-83.

13 0. Notohamidjojo, Makma Negara Hukum, BPK
Gunune Mulia. Jakarta 1970 h 80-82



berart
berkepastian

mengikis rule of hw vang
hukum, namun  lebih
berorientasikan pada menempatkan rule of
Inw pada twjuamnya vaitu vyang lebih
berkeadilan dan memuaskan kebutuhan
sosial yang sesungguhnya.l?

Konsep rule of law sendiri merupakan
konsep Anglo Saxon sedangkan dalam
konsep Eropa Kontinental dinamakan
rechtsstaat  (Negara Hukum). Penegasan
Negara Indonesia sebagai negara hukum
telah dinormativisasi pada Pasal 1 Angka
(3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan

ke4 yang menegaskan bahwa “Negara

Indonesia adalah  negara  hukum
(rechtsstant)”’. Dengan penegasan itu, maka
mekanisme kehidupan perorangan,

masyarakat, dan negara diatur oleh hukum
(tertulis maupun tidak tertulis). Artinya

baik anggota  masyarakat —maupun
pemerintah  wajib mematuhi hukum
tersebut

Dalam teori kepastian hukum serta
konsep negara hukum yang menjadi dasar
adalah Asas Legalitas vang terdapat dalam
Pasal 1 Angka (1) KUHP (Kitab Undang-
Hukum
menyebutkan bahwa:

Undang Pidana) yang
“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana
kecuali atas kekuatan aturan pidana
dalam perundang-undangan vang telah
ada sebelum perbuatan dilakukan”

Ada beberapa hal vang berkaitan
dengan asas legalitas. Pertama, prinsip
nullum crimen, noela poena sine lege pracvia.

Artinva tidak ada perbuatan pidana, tidak

tanpa

sebelumnya konsekuensi dari makna i

adalah tidak boleh berlaku surutnya
ketentuan hukum pidana. Dalam sejarah

ada  pidana undang-undang

14 € Maya Indah, Refeksi Pemikiran
Q Netohamidicjo Untuk Mewwjudkan Cara Berlulum
Humanis, Disajikan dalam Seminar Nasional Refleksi
Pemikiran O Notohamidjojo Terhadap Perkembangan
Hulmm di Indonesia, Salatiga, Balainmg Utama UKSW,
24 Nopember 2011.

pertkembangan asas legalitas, makna ind
telah diadaptasikan di beberapa Negara
dengan alasan  demi  melindungi
kepentingan mnegara dari bahaya vang
ditimbulkan terhadap masyarakat. Kedua
prinsip nullum crimen, nulla poena sine lege
scriptn. Artinya tidak ada perbuatan pidana,
tidak ada pidana tanpa undang-undang
tertulis. Konsekuensi dari makna ini adalah
harus tertulisnya semua ketentuan pidana.
Dengan kata lain, perbuatan vang dilarang
maupun pidana yang diancam terhadap
perbuatan yang dilarang, harus tertulis
secara cxpresiv verbis dalam undang-
undang.1?

Ketiga, prinsip nullum crimen, nulln poena
sine lege certn. Artinya tidak ada perbuatan
pidana, tdak ada pidana tanpa aturan
undang-undang vang jelas. Konsekuensi
selanjutnya dari makna ini adalah bahwa
rumusan perbuatan pidana harus jelas, agar
Hdak bersifat mult tatsir sehingga dapat
membahayvakan kepastian hukum. Demikian
pula dalam hal penuntutan, dengan rumusan
vang jelas, penuntut umum akan dapat
dengan mudah menentukan mana perbuatan-
perbuatan  vyang dikualifikasikan sebagai
perbuatan pidana dan mana yvang bukan.

Keempat, prinsip nullum crimen, neela poena
sine lege stricta. Artinya tidak ada perbuatan
pidana, tidak ada pidana tanpa undang-
undang vang ketat. Konsekuensi dari makna
adalah tidak
diperbolehkannya analogi. Ketentuan pidana
harus ditatsirkan secara ketat agar tidak
menimbulkan perbuatan pidana baru.l®

Jauh sebelum lahirnya asas legalitas,
prinsipat hukum Romawi memperlihatkan
wajah tatanan hukum vang individualists,
sedangkan dalam bidang politik kebebasan

ind secara implisit

15 Eddy ©O.5 Hiariej, 4sas Legalitas dan Peneman
Hulwm Dalam Hulbum Pidana, Erlangga Jakarta, 2009,
h 4-5.

18 Ihid . h. 5.



warga negara semakin dibelenggu. Fada
zaman Romawi dikenal adanya crimine extia
ordinaria  yang berarti kejahatan-kejahatan
yang tidak disebut dalam undang-undang. Di
antara crimine extra ordinara ind adalah crimen
stellionatus  yang letterlijk  artinya
perbuatan jahat atan durjana. Ketika hukum
Romawi kuno diterima di Eropa Barat pada
abad pertengahan, crimine extra ordinaria ind

secara

diterima oleh raja-raja vang berkuasa dan
cenderung menggunakan hukum pidana itu
sewenang-wenang menurut kehendak dan
kebutuhan raja.!®

Fungsi Asas Legalitas menjadi perhatian

Schaaffmeister dan kawan-kawan vang

menyatakan, berlakunya Asas Legalitas
bertyjuan agar undang-undang pidana
melindungi  rakvat dari = pelaksanaan

kekuasaan vang tanpa batas dari pemerintah.
Ini vang dinamakan fungsi melindungi dari
undang-undang pidana. Di samping fungsi
melindungi, undang-undang pidana juga
mempunyai fungsi instrumental yaitu
pelaksanaan kekuasaan pemerintah tegas-
tegas diperbolehkan dalam batas-batas yvang
ditentukan cleh undang-undang.

Fungsi perlindungan hanya ditujukan
untuk kepentingan pelaku. Pelaku tidak akan
dituntut selama perbuatan mereka bukanlah
“Mualn FProhibitn” (perbuatan vang dilarang
undang-undang). Fungsi pembatasan juga
hanya dituyjukan untuk kepentingan pelaku,
karena penguasa tidak dapat menuntut
pelakn

ordinaria” walanpun menimbulkan kerugian

vang melakukan “criming  extn

yvang luar biasa bagi korban.2?

17 Tohn Gillisen Dan Frst Gorle, 2003, Sgjarah
ﬁ%‘m:m: Suatu Pengemitar, Refika Aditama, Bandung, h.

1% Moeljatmo Asas Asas Hukum Pidana, Rineka
Cm-tai, Takarta, 2000, h

¢ Sn:haffmmstm’ (et al), Hukum P.ra"mm disdit
oleh _TE ahetapy, OnSOrsium Hukum
Departemen Pendld]kan dan Kebuda‘. aan RI
bekerjasama dengan Libertv, Yogvakarta, cetakan ke-3,
September 2004, h. 4.

30 Deni Setvo Bagus Yuherawan, Dekontruksi
Asas  Lesalitas  Hukum  Pidana: .S‘e,am.i'r Asas
Lesalitas  dan  Gagasan Pembaharuan Filosefis
Hukwum Pidana, Setara Press, 2014, h. 6.

Bahwa berdasarkan Asas Legalitas im
terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika
New Psychoactive Subtances tidak dapat dijerat
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika dikarenakan jenis
narkotika yang digunakan belum masuk ke
dalam Lampiran Golongan Narkotika
Undang. Pelaku Tindak Pidana Narkotika
hanya bisa dijerat apabila narkotika yang
disalahgunakan tersebut telah masuk ke
dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika.
peluang untuk menjerat pelaku Tindak Pidana

Namun

Narkotika New Psycheactive Subtances dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika tetap ada dikarenakan
dalam prinsip Asas Legalitas vang keempat
vaitu prinsip nullum crimen, noeln poena sine lege
strictn yang adalah  analogi
sedangkan penafsiran ekstensif tidak dilarang.
2. Teori Penemuan Hukum Oleh Hakim

Penemuan hukum, demikian orang dapat

dilarang

mengemukakan, mewujudkan intl
pengembanan hukum secara ilmiah dan
secara praktikal. Dengan pernyataan itu
belum diberikan uraian batasan pengertian
(definisi) vang

tentang apa

memberikan pemaparan
penemuan  hukum  itu
sesungguhnya.?!

Dalam tradisi keluarga civil lnw systen,
positit  dalam
perundang-undangan dipandang sebagai
sumber formal hukum yang paling utama. Hal
ini terlebih-lebih sangat ditekankan dalam
ranah hukum pidana. Dalam alam pikiran
demikian, keberadaan hukum tertulis menjadi
sangat penting. Makna hukum tertulis dalam
konteks

denotasinya yaitu hanya berupa undang-

norma sistem  peraturan

hukum pidana kerap dibatasi

undang. Alhasil, undang-undang perlu dibuat

selengkap munglkin agar mampu

21 T A Pontier, Penenman Hukum {Rechisvinding)
diteriemahkan oleh B. Anef Sidharta, Jendela Mas
Pustaka, Bandung, 2008, h. 1.



mengakomodasi dan mengantisipasi setiap
perilaku pelanggaran hukum.?

Pembentuk undang-undang umumnya
berkeyakinan bahwa undang-undang yang
dihasilkannya mampu mengakomodasi dan
mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran
hukum terkait dengan materi muatan yang
tercantum dalam peraturan tersebut. Jika
mengikut konsepsi teori kehendak dari John
Austin, keyakinan demikian dapat dibenarkan
mengingat para pembentuk undang-undang
sudah memastikan bahwa undang-undang itu
dibuat dengan menampung kehendak penuh
semua pemangku kepentingan. Oleh sebab
itn, undang-undang yang dihasilkan sudah
dipastikan telah menampung rasa keadilan
dan memuat jaminan kemanfaatan jika
diterapkan. Hakim yvang menjumpai adanya
peristiwa konkret (empiri) vang dihadapkan
di muka persidangan, dengan sendirinya
tinggal menerapkan saja undang-undang itu.
Jadi, menerapkan undang-undang dengan
sudah menjamin  tegaknya
keadilan dan kemanfaatan.?* Yang Hakim
lakukan tersebut merupakan penegakan

sendirinya

hukum yaitu untuk menerapkan hukum (lnw
in the book) terhadap peristiwa konkret
(empiri)/ lnw in action.

keyvakinan
sebenamya hanva sebatas asumsi. Het recht
hinkt achter de feiten aan: hukum selalu berjalan
tertatih-tatih di belakang peristiwa konkret.
Oleh sebab itu, cepat atau lambat, undang-
undang akan tertinggal oleh fakta. Jurang
ketertinggalan itu kian melebar seiring
dengan berubalmya tatanan sosial tempat
hukum  itn  hidup di  dalam  alam
kenyataanmya. Di sinilah terjadi legal gap
antara hulum di atas kertas (lmw in the books)
dan hukum vang hidup dalam kenyataan (lnw

Naniun seperti  di  atas

in action;the lving lnw) Dalam praktik di
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Sidharta, Pememuan Hulbum Melalui Putusan

Hakim, Makalah disampaikan pada Acara Pemerkuatan

Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh

I]:[L]c}c{nehszal di Hotel Grand Angkasa Medan, 2 - 5 Mei
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ruang-ruang pengadilan, kesenjangan (gap)
yang terjadi ini harus disiasati oleh hakim.
Hakikat dari tindakan wuntuk menyiasati
kesenjangan inilah yang disebut dengan
penemuan hukum (rechtsvinding).?

Secara sangat umum orang dapat
mendefinisikan penafsitan dan kontruksi
sebagai sebuah reaksi terhadap

situasi-situasi bermasalah (problematical) vang

hukum

dipaparkan orang dalam peristilahan hukum.
Ia dalam hal itu
pertanyaan-pertanyaan hukum (rechtsvragen),
kontlik-kontlik  hukum  atau

yuridikal. Penemuan hukum diarahkan pada

berkenaan dengan
sengketa

pemberian jawaban terhadap pertanyaan-
pertanyaan tentang hukum yang ditimbulkan
oleh kejadian-kejadian konkret. Terkait
padanya antara lain diajukan pertanyvaan-
pertanyaan
tentangpenjelasan(tafsiran)danpenerapan
aturan-aturan  hukum, dan pertanyaan-
pertanyaan tentang makna dari fakta-fakta
yang terhadapnya hukum harus diterapkan.

Penemmuan hukum, berkenaan dengan hal
menemukan penyelesaian-penyelesaian dan
jawaban-jawaban berdasarkan kaidah-kaidah
hukum, yang lebih atau kurang persis (cermat
terinci), mengemukakan bagaimana terhadap
berbagai tipe situasi problematik tertentu
seyogianya harus diberikan reaksi.2?
Peradilan dan penemuan hukum oleh
hakim adalah sah (legitini), demikian bunyi
sebuah pendirian, jika mereka menghasilkan
putusan-putusan yang adil. Pendirian yang
demikian dalam keumumannya tidak akan
lekas menimbulkan perlawanan. Namun
masalahnya adalah bahwa ihwalnya tidaklah
mudah untuk menetapkan kriteria apa vang
harus harus dipenuhi sebuah putusan agar
dapat dikatakan sebagai putusan yang adil.
Dapatkah misalnya sebuah putusan sudah
dapat disebut adil jika ia sesuai dengan

24 Thid
23 T A Pontier, Penemuan Hulum
(Rechtsvinding)  diterjemahkan oleh B.  Arief
Sidhatrta, Jendela Mas Pustaka, Bandung, 2008, h. 1



tuntutan  kepastian  hukum,
hukum, atau kewajaran (redelijkheid) dan
kelayakan (billijkheid, fairness)??
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal
10 Angka (1) tentang Kekuasaan Kehakiman
menentukan:
Pengadilan  dilarang  menolak  untuk
memeriksa, mengadili, menmitus suatu
perkara yang dinjukan dengan dalil
hukum tidak ada atau kurang jelas,
melpinkan wafib untuk memeriksa dan
nengadilinya.

Persamaan

Ketentuan pasal ini memberi makna
bahwa hakim sebagai organ utama Pengadilan
dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman
wajib hukumnya Namun keyakinan seperti di
atas sebenarnya hanya sebatas asumsi. Het
recht hinkt achter de feiten aan: hukum selalu
berjalan tertatih-tatth di belakang peristiwa
konkret. Oleh sebab itu, cepat atau lambat,
undang-undang akan tertinggal oleh fakta
bagi Hakim untuk menemukan hukumnya
dalam suatu perkara meskipun ketentuan
hukumnya tidak ada atau kurang jelas

Selanjutnya  dalam  Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman dalam Pasal 5 Angka (1) disebut
bahwa:

Hakim  dan  Hakim  Konstitusi  wapb
nengeali, mengikuti, dan memahami nilai-
nilai hukwm dan rasa keadilan yang hidup
dalam masyarakat

Maksud dari Pasal 5 Angka (1) ini dalam
penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 Tentang Kehakiman
disebutkan bahwa ketentuan ini dimaksudkan
agar putusan hakim dan hakim konstitusi

sesuai dengan hukum dan rasa keadilan

Kekuasaan

masyarakat.
Kata “menggall” biasanya diartikan bahwa
hukumnya sudah ada, dalam aturan

perundangan tapi masih samar-samar, sulit

28 Ihid b 9.

untuk diterapkan dalam perkara konkrit,
sehingga untuk menemukan hukumnya harus
berusaha mencarinya dengan menggali nilai-
nilai hukum yvang hidup dalam masyarakat.
Apabila sudah ketemu dalam
penggalian tersebut, maka Hakim harus
mengikutinya dan

menjadikan dasar dalam putusannya agar

hukum
memahaminya serta

sesuai dengan rasa keadilan vang hidup
dalam masyarakat?

dilakukan dapat
dilakukan dengan metode interpretasi dan
metode kontruksi hukum. Metode interpretasi
antara lain adalah interpretasi gramatikal,
sistematikal, sejarah undang-undang, sejarah

Penemuan Hukum

hukum, teleological, antisipatif, evolutif-
dinamikal, restriktif, dan ekstensif. Sedangkan
metode kontruksi hukum antara lain argumen
peranalogian, Metode argumentum a'continrio,
Pengkonkretan hukum (Rechtsvervijnings), dan
Fiksi Hukum.

Dalam hukum pidana sesuai dengan
prinsip asas legalitas vang keempat vaitu
prinsip nullum crimen, noeln poena sine lege
strictn yang artinya bahwa ketentuan pidana
harus ditafsirkan secara ketat sehingea tidak
menimbulkan  perbuatan pidana  baru
analogi tidak diperbolehkan.
Berbeda dengan analogi, penafsiran ekstensit
dalam pidana  diperbolehkan
walaupun tidak semua ahli hukum sepakat
dengan pengsunaan penafsiran ekstensit. Hal
inilah  yang

Bemmelen dan wvan Hattum di satu sisi

sehingga

hukum

membedakan antara wvan

dengan Moeljatno di sisi yang lain. Moeljatno
dalam hal analogi sependapat dengan van
Bemmelen dan wvan Hattum  karena
bertentangan dengan asas legalitas. Sementara
perbedaan anatara Moeljatno dengan wvan
Bemmelen dan van Hattum adalah masalah

penafsiran ekstensit. Moeljatno berpendapat

27 Abdul Manan, Pememuan Hukum Oleh Hakim
Dalam  Prakiek Hulkum Acara Di Peradilan Agama,
Makalah, Di sampaikan Pada Acara Rakernas
Mahkamah Asung Rl tanzeal 10 s/d 14 Oltober 2010,
di Balikpapan, Kalimantan Timur.



penafsiran ekstensif dapat digunakan dalam
hukum pidana, sedangkan van Bemmelen dan
van Hattum tidak bisa menerima penggunaan
interpretasi ekstensif dalam hukum pidana.?®
Melalui ekstensif, hakim

melakukan perluasan makna dari ketentuan

penafsiran

khusus menjadi ketentnan umum sesuai
kaidah tata bahasanya. Di sini hakim
menafsirkan kaidah tata bahasa, karena
maksud dan tujuannya kurang jelas atau
terlalu abstrak agar menjadi jelas dan konkrit,
perlu diperluas maknanya. Misalnya, kata
“pencurian barang” dalam Pasal 362 KUHP,
diperluas esensi maknanya terhadap “aliran
listrik” sebagai benda vang tidak berwujud.
Hasil dari penafsiran ekstensif dalam kasus

pencurian barang ini adalah barang diartikan
luas oleh hakim meliputi juga aliran listrik,
tapi tidak menciptakan delik baru melainkan
masih tetap pencurian. Berdasarkan esensi
makna dan praktik penerapannya, penatsiran
ekstensit dilakukan dengan memperluas

makna kata atau kalimat vang terdapat dalam
suatu peraturan perundangundangan dengan

menemukan padanan atau kecocokannya
dengan kata atau kalimat yang lain tanpa
mengubah atau mengganti substansi maksud
dari ketentuan perundang-undangan vyang
ditafsirkan.

Kaitan dengan pembahasan tulisan ini,
maka penemuan hukum harus dilakukan
hakim dalam mengadili kasus tindak pidana
narkotika jenis baru, hal ini dilakukan karena
narkotika jenis baru tidak masuk di dalam
Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika. Terdapat contoh
kasus tahun 2013 di daerah Nusa Tenggara
Barat terdapat kasus serupa dengan Rafi
Ahmad yaitu penyalahgunaan narkotika jenis
methylone namun  dengan peran sebagai

pengedar. Para penegak hukum disana

2 Moeljamo, Perbuatan Pidana dan
Pertangoungan Jawab dalam Hulum Pidana, Pidato
diucapkan pada peringatan Dies Natalis ke VI
Universitas Gadjah Mada, di Sitihingzil Yogvakarta
pada tangzal 19 Desember 1955,

berkolaborasi sehingga pelaku bisa dierat
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009, dalam kasus tersebut hakim melakukan
penemuan hukum sehingga memasukan
narkoba jenis baru (methylone) ke dalam
lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika. Hakim menganggap
bahwa methylone merupakan turunan kathinon
sehingga masuk pada lampiran Undang-
Undang Narkotika.

Berdasarkan Putusan Nomeor 387/
Pid.SUS/2013/PN.Mtr dengan Terdakwa I
Purwa  Alias Purwa, vang
bersangkutan didakwa oleh Jaksa Penuntut
Umum dengan dakwaan Primair Pasal 114
Angka (1) jo. Angka (2) yaitu:

Setiap orang vyang tanpa hak atau

Wayan

melawan hukum menawarkan untuk
dijual, menjual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli,
menukar, atau menyerahkan Narkotika
Golongan I, dipidana dengan pidana

penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan pidana denda paling sedikit
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
dan paling banyak Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah)” dan “Dalam
hal perbuatan menawarkan untuk
dijual, menjual, membeli, menjadi
perantara dalam jual beli, menukar,
menyerahkan, atau menerima
Narkotika Golongan [ sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang dalam
bentuk tanaman beratnya melebihi 1
(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima)
batang pohon atan dalam bentuk
bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram,
pelaku dipidana dengan pidana mat,
pidana penjara seumur hidup, atau
pidana penjara paling singkat 6 (enam)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan pidana denda maksimum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditambah 1/3 (sepertiga)’ serta



Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (2)

“Dalam  hal perbuatan memiliki,

menyimpan, menguasai, atau
menyediakan Narkotika Golongan I
bukan tanaman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima)
gram, pelaku dipidana dengan pidana
penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan pidana denda maksimum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditambah 1/3 (sepertiga).

Terdakwa I Wayan Purwa Alias Purwa
saat itu kedapatan membawa 70,9 Gram
cristal bening diduga Sabu
(Methamphetaniineg)  selain  Sabu  yang
bersangkutan menyimpan 65 butir pil
berwarna kuning diduga ektasi
(Amphetamine), 87 butir pil berwarna hijau
diduga ektasi (Amphetaming) dan 230 butir
pil  berwarna hijaun diduga ektasi
(Amphetamine), serta diduga mengedarkan-
nya di wilayah MNusa Tenggara Barat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan
Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 338/
NNF/2013 tanggal 21 Jumi 2013, bahwa
narkotika yang diduga sabu tersebut benar
mengandung sediaan Narkotika MA
(Metamfetaming)  dan  terdaftar  dalam
golongan I nomor wurut 61 Lampiran
Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
dan tablet warna kuning, warna hijau benar
mengandung Methylone tidak terdaftar
dalam Lampiran Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kemudian keterangan ahli vaitu Drs.
Mutd Djusnir, Apt MS menyebutkan
bahwa struktur dasar methylone adalah
analog (Senyvawa kimia vyang secara
struktural mirip dengan yvang lain, tetapi
sedikit berbeda dalam komposisi27) dengan
struktur methylone  dioxy
methamphetanine dengan efek farmakologi
vang ditimbulkan juga menyerupai

molekul

methylone  dioxy methamphetamine, namun
methylone efek vang dihasilkan jauh lebih
dahsyat dan lebih merusak susunan syaraf
pusat dibanding dengan methylone dioxy
methamphetamine, sehingga tidak diragukan
lagi bahwa methylone adalah termasuk
narkotika golongan I dalam lampiran UU
No. 35 Tahun 2009 Nomor urut 37. Dalam
memutus kasus ini, majelis hakim dalam

pertimbangan menyebutkan:

1. Menimbang, bahwa =zat methylone
(tidak terdapat dalam lampiran) dan
metheathinone (nomor urut 39 lampiran
Undang-Undang Nomor 35Tahun
2009) merupakan derivate dari
cathinone vang terdapat dalam daftar
narkotika golongan I (nomor urut 35
Lampiran UU Nomeor 35 Tahun 2009)
dimana struktur dasar dari methylone
adalah analog dengan methylone dioxy
methamphetaniine dengan etek
farmakologi juga
methylone  dioxy

menyerupai
methamphetantine,
namun methylone mempunyai  efek
vang dihasilkanjauh lebih dahsyat dan
lebih merusak susunan syaraf pusat
dibanding senyawa methylone dioxy
sehingga  tidak
diragukan lagi bahwa methylone adalah
termasuk narkotika golongan I dalam
lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika No. Urut 37.
Menimbang, bahwa dengan terdakwa
telah mengirim 300 butir methylone

pada orang lain, yang kesemuanya

methamphetantine

[d

atas perintah Roni dari Surabaya, serta
methylone  mempunyai  efek vang
dihasilkan jauh lebih dahsyat dan lebih
merusak  susunan syaraf  pusat
dibanding senyawa methylone dioxy
methamphetamine, maka majelis
sependapat dengan saksi ahli Drs.
Mufti Djusnir, AptMS  bahwa
methylone adalah termasuk narkotika
golongan I dalam Lampiran Undang-



Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika nomor urut 37, oleh
karenanya unsur menjadi perantara
dalam jual beli narkotika golongan I
dalam bentuk bukan tanaman yang
beratnya melebihi 5 gram terpenuhi.
Dalam kasus imd hakim melakukan
penemuan hukum melalui metode penatsiran
ektensit vaitu memasukkan methylone ke
dalam lampiran golongan narkotika Undang-
Undang MNomor 35 Tahun 2009 Tentang
MNarkotika, sehingga Nomor Urut 37 dalam
lampiran golongan mnarkotika Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika yaitu methylone dioxy
methmmphetanine memiliki makna baru karena
termasuk juga methylone. Tapi berbeda dengan
analogi yvang menciptakan perbuatan baru,
dalam kasus ini perbuatannya tetap vaitu
mengedarkan narkotika, namun makna dari
bukan

narkotika imi vang diperluas

perbuatannya.

3. Teori Kebijakan Formulasi

Istilah kebijakan diambil dari istilah
policy (Inggris) atau politick (Belanda).
Kebijjakan formulasi dapat diidentikkan
dengan kebijakan dalam merumuskan
peraturan perundang-undangan. Kebijakan
formulasi dalam hukum pidana berart
kebijakan dalam merumuskan norma-
norma hukum pidana oleh pihak legislatit.
Peranan legislatif meliputi kebijakan dasar
yvang tidak hanya mengenai pidana yang
tepat untuk ti ap-tiap tindak pidana, tetapi
jiga mengenai tipe pidana yang disediakan
untuk kekuasaan pidana lainnya di tingkat
bawah (the other sentencing authorities) dan
kadar vang diberikan kepada mereka
dalam menetapkan pidana yang tepat
untuk seorang pelanggar tertentu.?”

Kebijjakan hukum pidana merupakan
bagian dari kebijakan legislatif yang lebih

2% Barda Nawawi Arief Kebjjokan Legislafif
Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana
Penjara, Univeritas Diponesoro, Semarang, 1994, h
36.

spesifik. Istilah kebijakan hukum pidana
dapat pula disebut dengan istilah politik
hukum pidana atau dengan istilah vang
lain yaitu penal policy atau criminal law policy
atau strafrechpolitiek.?

Menurut A. Murder strafiechtspolitick,

adalah garis kebijjakan untuk menentukan:

a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan
pidana vang berlaku perlu diubah dan
diperbaharui.

b. Apa vang dapat diperbuat untuk
mencegah terjadinya tindak pidana.

penyidikan,

c. Cara bagaimana

penuntutan, peradilandanpelaksanaan
pidana harus dilaksanakan.3!

Sejalan dengan pandangan Marc Ancel
dan A. Mulder, menurut Sudarto penal policy
dapat diartikan sebagai usaha mewujudkan
peraturan perundang-undangan pidana yang
sesuai dengan keadaan dan sitnasi pada suatu
waktu dan untuk masa-masa yang akan
datang.® Sudarto juga menvatakan “bahwa
menjalankan politik  (kebijakan)
pidana juga berarti mengadakan pemilihan

huikum

untuk mencapai hasil perundang-undangan
pidana yang paling baik dalam arti memenuhi
syarat keadilan dan daya guna.®

Teori kebijakan formulasi digunakan
untuk mengkaji dan mengevaluasi penerapan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika terhadap Pelaku Tindak
Pidana Narkotika New Psychoactive Subtances
(NPS). Bahwa dalam tulisan ini telah
disebutkan dimungkinkan penerapan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika terhadap Tindak Pidana
Narkotika New Psychoactive Subtances (NPS)

30 Barda MNawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan
Hulum Pidana (Petkembangan Penvusunan Konsep
1;1[][1] H1 Pthaéuj, Cet. 3, Kencana Prenada Group, Jakarta,

51 Barda Nawawi Arief Beberapa Aspek Kebijakan
Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra
Aditya Bakti. Bandung, 1998 h. 3.

31 Sudarto, Hubum Pidana don Perkembansan
Masvarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hulbum
Pidgna, Sinar Baru, Bandung, 1993 h 9.

23 Budarto, Hukum dan Hubum Pidana, Alomni,
Bandung, 1986, h. 19.



sebagai contoh kasus di Nusa Tenggara Barat
terdapat contoh Hakim vyang melakukan
penafsiran ekstensif dengan memasukkan
salah satu jemis New Psychoactive Subtances
(NPS) ke dalam lampiran Undang-Undang
Nomeor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Namun dalam penerapan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
terthadap Tindak Pidana Narkotika New
Subtances  (INPS)
ekstensif  terdapat
kendala yaitu mengenai kemandirian hakim

Psychoactive melalui

penafsiran beberapa
dalam memutus perkara jadi dalam memutus
perkara tersebut tiap hakim berbeda-beda
dalam melakukan penafsiran terhadap Tindak
Pidana  Narkotika New  Psychoactive
Subtances (NPS). Selain itu dalam tingkat
penyidikan dan penuntutan terdapat masalah
mengenai penerapan Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap
Tindak Pidana Narkotika New Psychoactive
Subtances (INPS) vaitu mengenai perbedaan
pandangan tentang apakah terdapat narkotika
jenis baru dapat diterapkan Undang-Undang
Narkotika, contoh kasusnya adalah kasus
penyalahgunaan methylone oleh artis Rafti
Ahmad vyang hingga saat ini tidak ada
kejelasan prosesnya dikarenakan berkas
perkara dari Badan Narkotika Nasional
ditolak oleh Kejaksaaan Agung. Badan
Narkotika  Nasional vyang  melakukan
Penyidikan berpendapat bahwa narkotika
jenis methylone walaupun belum masuk dalam
lampiran daftar golongan narkotika namun
bisa dikategorikan sebagai narkotika dan bisa
diproses dengan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika sedangkan
bahwa
narkotika di luar Lampiran Daftar Golongan
Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika bukan merupakan
narkotika sehingga berkas perkara dari Badan
Narkotika Nasional terus ditolak oleh
Kejaksaan Agung.

Intinya bahwa tidak ada keseragaman
mengenai penerapan Undang-Undang Nomor

Kejaksaan Agung  berpendapat

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap
Tindak Pidana Narkotika New Psychoactive
Subtances (NPS). Dalam Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
memang terdapat instrumen untuk merubah
lampiran Undang-Undang tanpa melalui
amandemen yaitu melalui Peraturan Menteri
Kesehatan, namun implementasinya
Peraturan itu terbit setelah terlebih dahulu
masuk jenisjenis narkotika yang baru ke
terjadi
barulah

Indonesia, kenmidian maralk

penyalahgunaan. Kemudian

peraturan tersebut terbit.
Terdapat beberapa alternatif Kebijakan

Formulasi terhadap Pasal 6 dan Lampiran

Golongan Narkotika yaitu:

a. Dengan tetap pada ketentuan yvang
saat ini tanpa merubah Undang-
Undang Nomeor 35 Tahun 2009 serta
mengandalkan  Peraturan Menteri
Kesehatan untuk
Narkotika jenis baru/New Psychoactive

memasiikkan

Subtances ke dalam Lampiran Golongan
Narkotika Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Konsekuensi dari tidak berubahnya
peraturan ini adalah dengan semakin
banyaknya jenis narkotika yang baru
masuk ke Indonesia maka semakin
banyak juga narkotika jenis baru vang
tidak terjerat oleh hukum. Peraturan
selalu

ketinggalan terhadap perkembangan

Perundang-undangan  akan

vang terjadi.

b. Dengan merubah Pasal 6 dan
Lampiran Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2009 menjadi:

Narkotika sebagammana dimaksud dalam

Pasal 5 digolongkan ke dalam:

1) Narkotika Golongan I;

2) Narkotika Golongan II;

3) Narkotika Goelongan III.

4y Semua Turunan dari Norkotikn
Golongan I, II, IIT



Dengan perubahan ini maka setiap turunan
zat dari narkotika Narkotika Golongan I, II,
I yang telah ada dalam Lampiran
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
bisa dijerat oleh Ketentuan Pidana dalam
Undang-Undang Nomor 35> Tahun 2009
Tentang Narkotika. Kelemahan dari
perubahan ini adalah apabila ada =zat
narkotika yang benar-benar baru terlepas
dari zat-zat narkotika yang telah masuk ke
dalam lampiran maka terhadap narkotika
jenis  baru/New Psychoactive Subtances
tersebut tidak bisa dijerat oleh Ketentuan
Pidana.
¢. Dengan meniadakan Lampiran Golongan
Narkotika di dalam TUndang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
sehingga Pasal 6 berubah menjadi:

Narkotika sebagnimana  domaksud  dalam
Pasal 5 adalah zat atau obat yang berasal
dari tanaman atau bukan tanaman, baik
sintetis maupun senusintetis, yang dapat
menyebabkan penurunan atau perubahan
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi
sanipal  menghilangkan  rasa nyeri, dan

dapat menimbulkan ketergantungan.
Konsekuensi dari perubahan ini adalah
tidak adanya kepastian hukum mengenai jenis
narkotika dan golongan narkotika, sehingga
semua zat yang masuk ke dalam definisi
tersebut setiap penyalahgunaannya bisa
dijerat oleh hukum. Dari ketiga alternatit
tersebut, bahwa
Kebijakan Formulasi yang cocok untuk masa
datang  vaitu
manambahkan Frasa Semua Turunan dari
Narkotika Golongan I, II, IIT ke dalam Pasal
6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika. Walaupun dikemudian
hari tiap pembuktian di persidangan harus
didatangkan ahli untuk menentukan suatu
baru / New
Subtances merupakan turunan dari narkotika

pemulis  berpendapat

yvang  akan dengan

jenis  narkotika Psychoactive

yvang telah masuk ke dalam lampiran

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Tapi
hal itu perlu untuk mencegah setiap Tindak
Pidana Narkotika New Psychoactive Subtances
lolos dari jerat hukum, namun dengan tetap
menjaga  kepastian Apabila
dibandingkan dengan alternatif ketiga maka
alternatit kedua lebih baik karena walaupun
dengan alternatif ketiga keadilan pasti
tercapai namun kepastian hukum mengenai
zat narkotika tidak akan tercapai, dan sangat

sulit untuk menentukan berat atau ringannya

haakiim.

pidana karena untuk tap golongan sendiri
berbeda-beda hukumannya.

2. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan

sanksi berdasarkan Undang-undang

yvaitu dengan melakukan penemuan hukum
melalui metode penafsiran ektensif, contoh
kasus Putusan Nomor 387/
Pid.SUS/2013/PN.Mtr memutus kasus ini,
hakim  dalam

menyebutkan:

majelis pertimbangan

1. Menimbang, bahwa =zat methylone
(Hdak terdapat dalam lampiran) dan
methcathinone (nomor urut 39 lampiran
Undang-Undang Nomor 35Tahun
2009) merupakan derivate dari
cathinone yang terdapat dalam daftar
narkotika golongan I (nomor urut 35
Lampiran UU Nomeor 35 Tahun 2009)
dimana struktur dasar dari methylone
adalah analog dengan methylone dioxy
methamphetamine dengan efek

tarmakologi juga

methylone  dioxy

menyerupai
methamphetamine,
namun methylone mempunyai  efek
yang dihasilkanjauhlebih dahsyat dan
lebih merusak susunan syaraf pusat
dibanding senyawa methylone dioxy
methmmphetomineg  sehingga  tidak
diragukan lagi bahwa methylone adalah
termasuk narkotika golongan I dalam
lampiran I UU Nomeor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika No. Urut 37.
2. Menimbang, bahwa dengan terdakwa
telah mengirim 300 butir methylone pada



orang lain, yang kesemuanya atas
perintah Roni dari Surabaya, serta
methylone mempunyai  etek  yang
dihasilkan jauh lebih dahsyat dan lebih
merusak susunan syaraf pusat dibanding
senyawa methylone dioxy methamphetamine,
maka majelis sependapat dengan saksi
ahli Drs. Mufti Djusnir, Apt.M.Si bahwa
methylone adalah termasuk narkotika
golongan I dalam Lampiran Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika nomor urut 37, oleh karenanya
unsur menjadi perantara dalam jual beli
narkotika golongan I dalam bentuk bukan
tanaman yang beratnya melebihi 5 gram
terpenuhi.
Dalam ini  hakim melakukan
penemuan hukum melalui metode penatsiran
ektensif yaitu memasukkan methylone ke

kasus

dalam lampiran golongan narkotika Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika, sehingga Nomor Urut 37 dalam
lampiran narkotika
Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika yaitu methyylone dioxy
methamphetantine memiliki makna baru karena

golongan Undang-

termasuk juga methylone. Tapi berbeda dengan
analogi yvang menciptakan perbuatan baru,
dalam kasus ini perbuatannya tetap vaitu
mengedarkan narkotika, namun makna dari
bukan

narkotika ini  vang diperluas

perbuatannya.
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